
 

      

PEMERINTAH  PROVINSI  KALIMANTAN  TIMUR 

                                             
 

 

Jl. Letjend. M.T. Haryono No. 656  Telp. (0542) 873901 Fax. 873836 

Email : rskd@kaltimprov.go.id    Website : rsudkanujoso.kaltimprov.go.id 

BALIKPAPAN  - 76126 

                                  
 
   

LAPORAN LHKPN DAN SIHARKA TAHUN 2024 
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A. Latar Belakang 

 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel, serta meningkatkan integritas penyelenggara negara dan aparatur sipil 

negara, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan telah melaksanakan kegiatan 

pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN 

melalui aplikasi SIHARKA pada Tahun 2024, sesuai ketentuan : 

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari KKN. 

2. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, 

dan Pemeriksaan LHKPN. 

3. Surat Edaran Menteri PANRB No. 01 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian 

LHKASN. 

 

B. Tujuan Kegiatan 

1. Memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN bagi pejabat struktural di lingkungan 

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 

2. Melaksanakan pelaporan LHKASN melalui aplikasi SIHARKA bagi ASN non-wajib 

LHKPN. 

3. Meningkatkan budaya integritas, transparansi dan akuntabilitas di lingkungan 

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 

4. Mewujudkan komitmen anti korupsi dan pengelolaan ASN yang profesional. 

 

C. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 

2. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

3. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, 

dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

4. Surat Edaran MenPAN-RB No. 01 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN). 
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D. Waktu Pelaksanaan 

 Pelaporan LHKPN : Januari – Maret 2025 

 Pelaporan SIHARKA (LHKASN) : Januari – April 2025 

 

E. Rincian Kegiatan Pelaporan LHKPN dan SIHARKA 
 

Ringkasan Singkat 

Istilah / Aplikasi Fungsi Utama 

LHKPN 
Pelaporan harta kekayaan wajib pejabat struktural ke KPK 

(via e-LHKPN) 

SIHARKA 
Pelaporan LHKASN oleh ASN non-wajib LHKPN ke 

KemenPAN-RB 

 
 

Jumlah Pegawai Wajib Lapor LHKPN dan SIHARKA 

No. Wajib Lapor Jumlah 

1  LHKPN 17 

2  SIHARKA 1663 

Total 1680 

 

 

 

Jumlah Pegawai Lapor LHKPN dan SIHARKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Jenis Pegawai Jumlah 

1  PNS 467 

2  PPPK 494 

3  Tenaga BLUD 4 

4  TKWT 367 

Total 1332 



 

 

 

 

 

DAFTAR PEGAWAI LAPOR LHKPN DAN SIHARKA TAHUN 2024 

 

 

 

 

 



 

 

DATA PELAPORAN LHKPN DAN SIHARKA TAHUN 2025 

No. Pelaporan Jumlah 

1  Sudah Lapor LHKPN 17 

2  Sudah Lapor SIHARKA 1315 

3  Belum Lapor 348 

Total 1680 

 

 

 

  Persentase Data Pelaporan LHKPN dan SIHARKA Tahun 2025 

No. Pelaporan Jumlah Persentase (%) 

1 Sudah Lapor LHKPN 17 1,01% 

2 Sudah Lapor SIHARKA 1.315 78,27% 

3 Belum Lapor 348 20,71% 

 Total 1.680 100% 

 

 

F. Kendala yang Dihadapi 

 Kurangnya pemahaman teknis pengisian SIHARKA 

 Gangguan teknis pada sistem/aplikasi (SIHARKA / e-LHKPN) 

 Ketidaksesuaian data pribadi atau jabatan 

 Terbatasnya waktu dan SDM untuk pendampingan 

 

G. Upaya Tindak Lanjut 

 Sosialisasi dan pendampingan internal bagi ASN 

 Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 

 Penegakan disiplin administratif bagi ASN yang tidak melaporkan 

 Monitoring berkala pelaporan tahun selanjutnya 

 

 

 

 

 



 

 

H. Dokumentasi Terlampir 

 

I. Penutup 

 

Dengan dilaksanakannya kegiatan pelaporan LHKPN dan LHKASN melalui 

aplikasi SIHARKA ini, diharapkan seluruh jajaran ASN, PPPK, Tenaga BLUD dan 

Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (TKWT) di lingkungan RSUD 

dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dapat terus berkontribusi dalam membangun 

budaya kerja yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan bagian 

dari komitmen institusi dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di sektor 

pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. 

 

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan 

kegiatan pelaporan Tahun 2024. Semoga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan 

di masa mendatang. 

 

Balikpapan, 5 Mei 2025 
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